BUPATI ROKAN HILIR

| PERATURAN DAERAH ROKAN HILIR
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
g
BUPATI ROKAN HILIR, Y
i.
Menimbang :@ a. bahwa tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
4 Perkotaan yang ditetapkan pada Pepaturan Daerah Nomor 6
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan cukup tinggi yang akan menyebab‘kan
besarnya pajak yang terutang, hal ini tentu akan menjadi
penghambat dalam kelancaran penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tersebut, maka dengan
. itu perlu dilakukan penyesuaian tab;lf kembali;
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b. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;

¢

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
4 Indonesia Tahun 1945; '

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kahupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi,

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34

Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-

Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten

T Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,

" Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota

Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4880); P

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan, Kedua Atas Undang-
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Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
, Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844); '

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambah’;;‘m
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); i

9. Undang-Undang Nomor 12 3ahun 2011 tentang

" Pembentukan Peraturan Perundarig-undangan (Lemba;ran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norhor
5234); |

L]

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentdng

h Pembagian Urusan Pemerintahﬁ Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi da® Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (lLembaran Neggra Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
E
Dengan Persetujuan Bersama
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DAN |

BUPATI ROKAN HILIR
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK BUMI D{tN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN.

Pasal I *

¥
¥
: i
Ketentuan Pasah9 dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Tahun 2011
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 125) diubah, sehingga Paé*al 9
berbunyi sebagai berikut : : |
“Pasal 9 i

Tarif Pajak Burrﬁ dan Bangunan Perdesaan dan Perl&’%taan ditetapkan sebagai

berikut :
a. untuk NJOP kurang dari 1.000.000.000,-(satu mllyar} sebesar 0,1% (Nol

koma satu perseratus); dan . N
b.untuk NJOP 1.000.000.000,- {satu milyar) atau lebih sebesar 0,2% (Nol

koma dua perseratus).
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Pasal II ?

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal dlundangkan

Agar Setlap orang mengetahuinya, memerintahkan bengundangan Perat;.;ran
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan H ir.
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Ditetapkan di Bagansiapiapi
i ~pead 1 20 Maret 2013
i // N P~
foe) UBRATI -,_OKAN :

Diundangkan di)Bagansiapiapi T
pada tanggal 20'Maret 2013

RETARIS DAERAH
EN ROKAN HILIR,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2013 NOMOR 2
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